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Abstrak
Studi ini menguraikan masalah perebutan takhta dalam restorasi kerajaan Kubu yang belum terselesaikan dan mengungkap sebab yang mendasarinya. Uraian masalah didasarkan pada pembacaan terhadap literatur sejarah dan pemberitaan media massa lokal yang berkesinambungan meliput perebutan takhta. Masalah tersebut untuk ditemukan sebabnya diletakan dalam konteksnya yaitu otonomi daerah yang menghendaki terjaga dan berkembangnya budaya lokal. Institusi nasab dijadikan perspektif tinjauannya. Studi ini menjelaskan bahwa restorasi Kubu terganjal perebutan takhta karena nasab dijadikan instrumen tunggal pemilihan tuan besar. Secara teoritis, institusi nasab keturunan raja dapat menghantarkan terpilihnya pemimpin tradisional, tetapi sejarah suksesi Kubu tidak selalu berdasarkan anak  raja terakhir. Penerapan nasab terungkap tidak hanya didasarkan pada nilai legitimasinya tetapi turut disebabkan kontek otonomi daerah yang menjadikan takhta bernilai warisan. Restorasi Kubu di batas itu terjebak masalah institusi nasab hingga belum terselesaikan.   
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A. Pendahuluan
Kubu adalah salah satu kerajaan di Kalimantan Barat yang muncul di akhir abad ke XVIII M yang dipimpin seorang raja bergelar tuan besar. Informasi tentang kerajaan tersebut dapat dilacak dalam literatur sejarah, baik sumber lokal maupun kolonial Belanda (Dewall, 1862, pp. 138-141 dan Al-Aydrus, 1932). Kubu pasca kemerdekaan dinyatakan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Setelahnya, karena sistem sentralistik Orde Baru, kerajaan itu terbelengkalai, hingga berakhir keberadaannya, tidak hanya institusi takhta melainkan juga bangunan istana kerajaannya. Kubu sebagai institusi kerajaan yang turut membangun Kalimantan Barat di masa lalu memasuki era Otonomi Daerah kembali terdengar namanya. Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang mengalasi era tersebut memberikan ruang bagi pelestarian dan pengembangan budaya daerah (Rasyid, 2005, pp. 3-25).[footnoteRef:1] Kehadiran undang-undang tersebut direspon masyarakat Kubu yang menginginkan kehadiran kembali kerajaannya. [1:  UU No. 22 tahun 1999 di atas telah beberapa kali mengalami revisi dengan UU No. 32 tahun 2004 dan UU No. 23 Tahun 2014. ] 

Konteks di atas melahirkan pemikiran untuk merestorasi kerajaan Kubu, bukan ranah politik dan pemerintahan. Kepemimpinan tradisional pada kerajaan itu diperlukan untuk melestarikan nilai-nilai lokal yang lama terabaikan (Nasir, 2015, Suara Pemred), karena kedudukannya sebagai pusat budaya bagi masyarakat. Ikhtiar untuk mewujudkan pemikiran itu menguat seiring terbentuknya kabupaten baru di atas sebagian besar bekas wilayah kerajaan, bernama Kubu Raya di tahun 2007.[footnoteRef:2] Restorasi kerajaan di era otonomi daerah adalah gejala umum di Kalimantan Barat. Nama-nama kerajaan di masa lalu kembali muncul di masyarakat yang diikuti dengan pemilihan rajanya. Secara umum, institusi nasab memberikan solusi dalam terpilihnya pemimpin tradisional, seperti Kesultanan Pontianak dengan penobatan Sultan Abu Bakar.[footnoteRef:3] Sementara, Kubu belum berhasil, karena terjebak pada perebutan takhta yang melibatkan tiga pihak. Institusi nasab masih gagal menghantarkan terpilihnya seorang tuan besar yang duduk di takhtanya. Sebagai akibatnya, restorasi kerajaan sampai tahun 2020 masih menemui kegagalan. [2:  Pembentukan Kabupaten Kubu Raya disyahkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tanggal 10 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 101 dan tambahan Lembaran Negara Nomor 4751. Sebelumnya, usulan pembentukan kabupaten tersebut telah diputuskan DPRD Kabupaten Pontianak tahun 1998 bersama dengan pembentukan Kabupaten Landak. ]  [3:  Kesultanan Pontianak sukses merestorai takhtanya melalui musyawarah mufakat, hingga terpilih Sultan Abu Bakar (Surat Kesepakatan Bertiga, Pontianak, 10 Desember 2002). ] 

Polemik di tengah keturunan raja tentang hak terhadap takhta kerajaan yang berkaitan dengan institusi nasab terjadi di banyak daerah. Tahun 2015 kesultanan Pontianak sempat dilanda fitnah perebutan takhta. Masalah sama terjadi di Kasunanan Surakarta, terjadi mulai tahun 2004. Takhta kerajaan sempat diperebutkan antara dua anak raja Paku Buwono ke XII. Di Keraton Kasepuhan Cirebon muncul polemik sama pascakemangkatan Sultan Sepuh XIV. Sebelumnya, keraton tersebut telah digoncang serangkaian perebutan takhta antara keturunan sultan, tidak terselesaikan secara tuntas hingga tahun 2020. Kesultanan Yogyakarta tidak lepas dari permasalahan takhta sebagai kedudukan yang terwariskan. Masalah itu terkait dengan calon pengganti Sri Sultan Hamengku Buwana ke X yang  belum diterima di tengah keluarga besar. Di dalam sejumlah polemik tersebut terdapat keterkaitan dengan masalah nasab.[footnoteRef:4]     [4:  Sejumlah informasi di atas dapat dilacak di media massa online. Polemik perebutan takhta di atas telah menjadi pengetahuan umum di tengah masyarakat. ] 

Perebutan takhta tuan besar dalam restorasi Kerajaan Kubu memunculkan pertanyaan akademis terkait masalah yang meliputinya. Hal itu menjadi penting mengingat bahwa masalah sama ditemukan terjadi di banyak daerah, termasuk di kerajaan-kerajaan besar Jawa. Serangkaian penyelesaian masalah telah dilakukan, tetapi ikhtiar tersebut belum membuahkan hasil. Musyawarah, pembentukan lembaga, dan pelantikan-pelantikan, terkadang memunculkan ketegangan baru. Di batas itu, studi terhadap restorasi Kubu dinilai penting dalam ikhtiar membangun pengetahuan. Hasilnya diharapkan menjadi pengetahuan akademis tentang masalah perebutan takhta.
Kubu dalam literatur akademis terhitung belum banyak peroleh perhatian dari peneliti atau penulis. Di tengah kelangkaan itu, Bakar tahun 2018 menulis tentang kerajaan tersebut dengan judul Keluarga al-Idroes dan Pemerintahan Kubu berbentuk tulisan sejarah. Tulisannya bersifat studi pustaka, baik bersumber lokal maupun kolonial Belanda. Di bukunya dijelaskan tentang pendiri, asal usul dan pembentukan negeri, dan diakhiri dengan deskripsi pemerintahan Kubu di masa lalu (Bakar, 2018, pp. 15-57). Sebelumnya, terdapat Mahrus yang meneliti tentang perkembangan Islam di Kubu. Penelitianya didasarkan pada studi pustaka. Hasilnya terungkap sejumlah media sebagai saluran perkembangan Islam di tengah masyarakat lokal Kubu (Mahrus, 2012, pp. 77-91). Selain itu, terdapat naskah ringkas sejarah Kubu yang ditemukan atas nama Djunaydi. Di dalamnya ditulis tentang periodesasi kepemimpinan Tuan Besar Kubu dan keluarganya (Djunaydi, 2001, pp. 3-11). Tulisan-tulisan tangan tentang kerajaan Kubu ditemukan di tengah masyarakat dengan tema nyaris sama. 
Kubu dalam masalah perebutan takhta di atas belum mendapatkan perhatian memadai dari peneliti. Satu penelitian telah mencoba memberikan dalil-dalil untuk penyelesaian masalah, tetapi belum memberikan solusi. Penelitian tersebut dilakukan Nurcahyani dkk. sebagai tim penelitian dari Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak tahun 2008 dengan judul “Syarif Hasan bin Zein Al Idrus”. Penelitian itu menginformasikan kedudukan Syarif Hasan dalam pemerintahan Kubu pasca pendudukan Jepang (Nurcahyani, 2008, pp. 3-9). Sebagian permasalahan tersebut telah dibahas Husin di tahun 1977. Ia membahasnya sebagai kritik terhadap tulisan Lontaan di tahun 1975 dengan judul “Kilas Balik Ex. Bestuurscommissie Kerajaan Kubu: Kisah Dan Pembahasan Kembali Mengenai Sejarah Hukum Adat dan Adat Istiadat Kalimantan Barat (1975) Antara Dua Mantan Anggota Majelis Kerajaan Kubu” (Husin, 1977, pp. 4-7). Pada batas itu, masalah perebutan takhta tuan besar dalam restorasi kerajaan Kubu masih terabaikan peneliti, kecuali sebatas pembahasan tokoh.
B. Pembahasan
1. Takhta Tuan Besar Kubu
Tuan besar adalah gelaran yang cukup dikenal dalam kebudayaan Melayu, baik di Kalimantan Barat maupun di Semenanjung Malaysia. Secara kesejarahan, istilah tuan besar biasa digunakan sebagai sebutan untuk ulama terhormat dari Jazirah Arab yang menjadi rujukan keilmuan dan teladan bagi masyarakat di suatu daerah tertentu. Hal itu seperti ditunjukan Tuan Besar Muhammad bin Zayn di Kesultanan Terengganu. Ia dikenal sebagai ulama kerajaan masa Sultan Umar (Mohd., 2006, pp. 112). Di Mempawah, terdapat Husin bin Ahmad yang dikenal dalam sejarah sebagai tuan besar. Ia menjadi ulama yang menjadi rujukan muslim Kalimantan Barat dan daerah sekitarnya (Bakar, 2020, p. 13). Sebutan itu sering diikuti penisbatan nama daerahnya, sehingga terkenal nama tuan besar Mempawah. Di daerahnya, seorang tuan besar adalah ulama tertinggi dalam urusan keagamaan, seperti Muhammad bin Zayn yang menduduki jabatan Syaikhul Ulama. Istilah tuan besar tersebut muncul di pertengahan abad ke XVIII sampai awal abad berikutnya.
Pada awalnya, tuan besar Kubu merupakan sebutan bagi seorang ulama yang bernama Aidrus bin Abdurrahman. Ia memperoleh sebutan itu setelah dirinya berhasil membuka hutan untuk didirikan negeri baru di tahun 1769 M, kelak dinamai Kubu. Ia berbeda dengan tuan besar lainnya yang terbatas sebagai ulama. Selanjutnya, negeri tersebut di tahun 1780 dideklarasikan sebagai suatu kerajaan. Di dalam literatur kolonial, Aidrus tidak pernah dilaporkan membuat kontrak politik-pemerintahan dengan Belanda. Hal itu menandakan dirinya memerintah sebagai raja merdeka.[footnoteRef:5] Ia memimpin masyarakat dibantu sejumlah menteri. Kepemimpinan tersebut diteruskan oleh anak laki-lakinya yang tertua bernama Muhammad. Ia memakai sebutan ayahnya, sehingga sebutan tuan besar Kubu terlembaga sebagai gelaran raja (Bakar, 2018, pp. 10).    [5:  Belanda di tahun 1778 mulai memasuki Kalimantan Barat dengan menyodorkan kontrak politik ke sejumlah raja-raja, seperti Pontianak, Landak, Mempawah, Matan. Di rentang itu, Belanda tidak dilaporkan mendatangi Kubu untuk membuat kontrak politik dengan Tuan Besar Aidrus. ] 

Tuan besar Kubu di masa berikutnya menjadi institusi takhta, sehingga pemiliknya memastikan diri menjadi penguasa tertinggi di wilayahnya. Ia adalah raja. Secara norma kebudayaan, tuan besar adalah gelaran raja yang hidup di tengah kebudayaan masyarakatnya. Gelaran itu ditemukan dalam literatur kolonial Belanda. Dewall (1862, p. 140) menulis bahwa Aidrus digantikan putera tertuanya yang bernama Muhammad yang diikuti dengan pemakaian gelaran tuan besar Kubu. Hal sama ditulis Enthoven (1902, p. 877) ketika menulis bagan raja-raja Kubu di dalam bukunya. Informasi tersebut selaras dengan tradisi lisan tentang sejarah raja-raja Kubu yang digelari tuan besar. Meskipun demikian, gelaran tersebut dalam urusan pemerintahan tampak tidak dipakai secara lengkap. Di dokumen resmi kerajaan, mereka bergelar tuan atau heer van Kubu dan terkadang ditulis seri paduka tuan Kubu. Hal demikian itu diduga kuat terkait dengan kebiasaan raja-raja lokal yang menyebut residen Kalimantan Barat dengan sebutan tuan besar residen.[footnoteRef:6] Raja Kubu secara formal tampak menghindari penggunaan gelaran sama, karena kedudukannya dalam tata pemerintahan Hindia Belanda di bawah residen Kalimantan Barat. [6:  Surat Pengunduran Diri Tuan Kubu ke VII Sjeirif Zain bin Ismail al-Idroes kepada Seri Paduka Tuan Besar Resident Sebelah Barat Poelau Borneo, Kerta Mulia, 27 Januari 1919. Lihat juga Surat Tanah dari Pemerintahan Kerajaan Kubu, Kubu. Thn 1924, No. Reg. 497. ] 

Tuan besar Kubu ke II adalah Muhammad yang bertakhta dari tahun 1789 sampai dengan 1829 M. Sepeninggalnya, takhta kerajaan diteruskan anaknya yang bernama Abdurrahman sebagai tuan besar ke III. Tuan besar berikutnya adalah Ismail bin Abdurrahman. Ia menjadi raja ke IV. Di awal pemerintahannya, takhta kerajaan sempat dipangku pamannya Thaha bin Tuan Besar Muhammad, karena dirinya masih anak-anak. Setelahnya, pemerintahan tuan besar diteruskan saudaranya Ismail yang bernama Hasan, karena putera mahkota meninggal di Serawak. Sementara, anak Ismail lainnya yang bernama Zain terhitung masih anak-anak. Abas bin Hasan menjadi tuan besar ke VI meneruskan ayahnya. Takhta kerajaan tidak dikembalikan ke Zain. Ia menjadi tuan besar ke VII setelah Abas diturunkan paksa Belanda, karena penolakan pajak. Belanda di Kubu adalah pemegang kekuasaan tertinggi, sehingga penetapan tuan besar dalam kekuasaannya. Di tahun 1919 M, Zain turun dari takhtanya yang menghantarkan Kubu tanpa raja. Anak-anak Abas dan Zain tidak meneruskan takhta tuan besar. Dua tahun berikutnya dinobatkan Shaleh menantu tuan besar ke V sebagai raja ke VIII yang memerintah kerajaan sampai tahun 1944 M. Ia meninggal di tangan penjajah Jepang bersama anaknya yang menjadi calon penggantinya, bernama Tuan Muda Ahmad (Bakar, 2018, pp. 50-56). 
Kerajaan Kubu memiliki wilayah kekuasaan antara Sungai Punggur dan Sungai Mayah berikut daerah pantainya. Pengakuan tersebut telah diakui Belanda di tahun 1823 sebagaimana tertuang dalam kontrak politik antara Tuan Besar Kubu Muhammad dengan Komisaris Tobias. Wilayah itu asalnya milik Sultan Ratu Simpang yang dihibahkan kepada Tuan Besar Aidrus. Kubu di bagian Utara berbatasan dengan Kesultanan Pontianak. Di bagian Selatan berbatasan dengan Kerajaan Simpang-Matan. Sementara, Sungai Lida dan Mendawai sebagai batas dengan Meliau. Pulau-pulau antara Sungai Punggur Besar dan Teluk Nuri di pesisir menjadi milik Kubu. Di Kalimantan Barat, kedaulatan Kubu sejak awal peroleh pengakuan dari raja-raja lokal, hingga tidak ada konflik perbatasan. Di dalamnya terdapat ribuan penduduk yang meliputi suku bangsa Melayu, Bugis, Dayak, dan Cina. Di antara suku bangsa Melayu terdapat keturunan Arab. Keberadaan mereka tersebar ke dalam tiga daerah pemerintahan, terdiri Kubu, Teluk Pakedai, dan Padang Tikar. Mereka menjadi rakyat Kerajaan Kubu yang mempertakhtakan seorang Tuan Besar (Bakar, 2018, pp. 40-41). 
2. Restorasi Kerajaan Kubu Di Era Otonomi Daerah 
Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 terbukti memberikan dorongan bagi daerah untuk merevitalisasi kebudayaannya. Otonomi daerah yang digulirkan undang-undang tersebut menjadikan daerah memiliki kemandirian untuk mengelola urusannya dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kekhasannya. Di batas itu, otonomi daerah memberikan kesempatan dan harapan bagi usaha-usaha restorasi kerajaan Kubu untuk mencapai tujuannya, karena restorasi tersebut menghendaki kelestarian kebudayaan lokal yang menjadi kekhasan daerah. Hal itu telah peroleh apresiasi dari Bupati Kab. Kubu Raya. Ia menunjukan bukti-bukti kepedulian Pemda melalui pemberian bantuan untuk pembangunan dan pelestarian situs-situs kerajaan Kubu. Pernyataan kepala daerah tersebut menunjukan dukungan pemerintah terhadap revitalisasi kebudayaan lokal.[footnoteRef:7] [7:  Ia dalam peringatan pendiri Kubu ke-229 menyatakan bahwa Kubu adalah aset daerah yang harus dirawat kelestariannya (https://pontianak.tribunnews.com/2017/08/20/rusman-alikerajaan-kubu-aset-masyarakat-kalbar). Pemerintah daerah tidak dapat mengabaikan kebudayaan lokal dan subjek pendukungnya. Sebaliknya, keduanya menjadi sumber nilai dan subjek dalam pengambilan dan pelaksanaan kebijakan pemerintah, sehingga proses pembangunan dan hasilnya diapresiasi masyarakat. Kajian akademis tentang kearifan lokal dengan otonomi daerah (Risal, 2016, pp. 107-110). ] 
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Replika istana Kubu di Desa Kubu 
Ibrahim sebagai keturunan Kubu turut menggagas restorasi kerajaan. Restorasi kerajaan Kubu menurutnya adalah upaya menghadirkan kembali institusi kerajaan ke tengah masyarakat. Kehadirannya diharapkan dapat menjaga dan sekaligus menjadi wadah pengembangan kebudayaan lokal sebagai kekayaan daerah. Hal itu dinilai mendesak realisasinya, karena kelestarian kerajaan Kubu sebelumnya terabaikan. Ikhtiar tersebut diawali dengan penggalian situs-situs sejarah Kubu. Rafik di tahun-tahun sebelumnya telah mengeksplorasi sejumlah tempat bersejarah untuk menemukan informasi dari masa lalu terkait istana Kubu. Di konteks otonomi daerah, kehadiran kerajaan Kubu didesain menjadi pusat pengembangan budaya, seni, dan wisata, sehingga akan memajukan daerah, tidak terbatas pada perekonomian lokal.[footnoteRef:8] Sebelumnya, replika istana telah dibuat di Kubu oleh Pemda Kubu yang melibatkan keturunan tuan besar ke VIII. Istana replikasi tersebut tampak tidak didukung dengan konsep besar tentang pengembangan kebudayaan lokal. Selain itu, bangunannya tidak diintegrasikan dengan pembangunan infrastruktur lainnya. Sebagai akibatnya, istana replika di Kubu gagal dalam memainkan peran kebudayaan. Kejadian itu tampak ingin diantisipasi Ibrahim dalam konsep replika istana yang baru di pusat kota kabupaten. Otonomi Daerah diharapkan memberikan kesempatan untuk mewujudkan pemikirannya. Di batas itu, kerajaan dalam skema Ibrahim menjadi mitra pemerintah dalam pembangunan yang berorientasi pada nilai lokal.   [8:  Ibrahim dalam pemikiran itu merancang replika istana kerajaan di daerah Ibu Kota Kabupaten Kubu Raya sebagai pusat aktivitas budaya (http://infopublik.id/kategori/nusantara/215830/kerajaan-kubu-bakal-gelar-penobatan-tuan-besar?show). 
] 
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Acara Adat Robok-Robok di Keraton Kertamulya
Tuan Besar Kubu Ke VI di Teluk Pakedai Kab. Kubu Raya

Gagasan sama ditemukan dalam keturunan Tuan Besar Abas. Restorasi kerajaan dalam pemikirannya dirancang sebagai institusi yang menjaga tatanan adat istiadat masyarakat Kubu yang dinilai sebagai penopang bagi kedamaian di tengah masyarakat. Otonomi daerah memerlukan nilai-nilai kearifan lokal untuk pengembangan daerah. Hal itu akan terwujud melalui kehadiran tuan besar Kubu. Kehadirannya dinilai dapat menjadi penjaga cagar budaya dan peninggalan sejarah, sehingga tidak terbelengkalai sebagai akibat pembangunan daerah.[footnoteRef:9] Ikhtiar tersebut diawali dengan restorasi kerajaan. Hal itu diafirmasi Bupati Kubu Raya Rusman Ali. Kubu dinilai sebagai satu-satunya aset budaya di wilayahnya yang dapat dikembangkan untuk memajukan daerah sesuai kekhasan lokal.[footnoteRef:10] . [9:  Di saat sama, keberadaannya dinilai penting untuk memajukan daerah, termasuk dalam sektor pariwisata (https://www.kompasiana.com/jurnalwicaksana/59a279d2a25c5f6801308922/syarif-syahril-alaydrus-dinobatkan-menjadi-raja-kubu-dengan-gelar-tuan-besar-raja-kubu?page=all).]  [10:  Bupati Kubu Raya dikenal memiliki perhatian serius terhadap keberadaan kebudayaan dan Kerajaan Kubu.  (https://www.suarapemredkalbar.com/read/advertorial/29082017/tuan-besar-dan-raja-kubu-resmi-dinobatkan).] 

Kehadiran institusi kerajaan di era otonomi daerah diakui memiliki kontribusi bagi pembangunan, karena raja dapat memainkan peran-peran kebudayaan yang di dalamnya terkandung kepentingan lokal, mulai identitas, kearifan, sampai ruang sosio-kultural.[footnoteRef:11] Banyak kota di Kalimantan Barat sukses mengeksplorasi kebudayaan daerahnya dengan menempatkan lembaga kerajaan sebagai pemeran utamanya. Hal tersebut seperti dimainkan raja Sanggau dalam Paradje. Otonomi Daerah di batas itu dinilai turut melahirkan kebangkitan identitas lokal. Di antaranya disponsori kerajaan-kerajaan.[footnoteRef:12] Hadirnya kebudayaan itu memberikan nilai pengetahuan, keagamaan, sosial, ekonomi, dan politik, seperti Paradje Sanggau. Di dalamnya terisi dengan pagelaran musik, tari, permainan daerah, pasar rakyat, identitas dan solidaritas sosial, dan ritual. Serangkaian acara itu dikemas sebagai ajang pariwisata.[footnoteRef:13] Paradje di Kalimantan Barat menjadi khas representasi Sanggau. Peran itu tampak diharapkan turut dimiliki Kerajaan Kubu yang belum sukses restorasinya. Pemerintah daerah tanpanya dinilai lemah dalam peran kebudayaan ketika mereka ditinggal lembaga-lembaga tradisional, seperti kerajaan. Oleh sebab itu, mereka terkadang turut terlibat dalam ikhtiar penyelesaian masalah kerajaan. Ada kepentingan kebudayaan bagi pemerintah terhadap keberadaan raja yang bernilai kontributif bagi pembangunan daerahnya. [11:  Nilai-nilai kebudayaan lokal diakui masih hidup dan memiliki pengaruhnya di masyarakat, termasuk dalam ranah hukum. Hal itu menandai pengaruh kuat nilai kebudayaan lokal (Prabandani, 2011, pp. 29-33).]  [12:  Arif Budiman menunjukan bahwa prinsip Otonomi Daerah adalah memberikan ruang bagi lokal untuk membangun daerahnya. Di konteks itu, kebangkitan identitas lokal yang berbasis pada ikatan primordialisme turut hadir ke tengah masyarakat. Hal itu ditandai dengan penggalian adat-istiadat untuk dikontestasikan dalam perayaan-perayaan kebudayaan (Budiman, 2012, pp. 4-10).]  [13:  Paradje berawal dari tradisi ritual masyarakat Sanggau dalam menghadapi musibah yang terasa menyelimuti masyarakat (Natsir, 2013, 6-20). Paradje Sanggau di saat ini telah dikemas menjadi festival budaya lokal yang dikelola lembaga kerajaan (https://diskominfo.sanggau.go.id/baca/18-09-2019/festival-budaya-paradje-ke-11-resmi-dibuka-ini-pesan-wagub-provinsi-kalimantan-barat dan https://kalbar.antaranews.com/berita/335847/bupati-paradje-pasaka-jadi-program-kunjungan-wisata).
 .  

.
  ] 

Kegagalan dalam restorasi kerajaan Kubu memiliki dampak bagi pemerintah dalam merevitalisasi kebudayaan lokal yang menjadi kekhasannya. Kegiatan-kegiatan pemerintah di bidang seni dan budaya untuk membangun identitas daerah menjadi tampak kering nilainya, karena hanya terisi peserta dari dinas-dinas, BUMD, dan lembaga-lembaga swasta. Serangkaian kegiatan itu menjadi perayaan formal, sehingga tidak kontributif bagi pembangunan. Zulfi dan Ibrahim berusaha mengisi kekosongan itu dengan mengadakan perayaan robok-robok di Kubu yang dirangkai dengan sejumlah kegiatan seni dan budaya lainnya. Acara lain dibuat Ibrahim dalam konsep pagelaran adat dan budaya etnik masyarakat Kubu Raya. Mereka ingin merepresentasikan diri sebagai simbol Kerajaan Kubu, sehingga namanya dimunculkan sebagai raja dan pangeran mangkubumi Kerajaan Kubu. Di saat sama, Syahril turut menggelar perayaan seni dan budaya di Teluk Pakedai Kubu. Pagelaran tersebut dinilai sejumlah pihak masih belum maksimal, karena lepas dari perhatian masyarakat. Kesuksesan restorasi kerajaan Kubu yang menghadirkan kepemimpinan tradisional dalam konteks itu dapat diharapkan mengatasi permasalahan, karena perannya dalam kontek kebudayaan memberikan legitimasi bagi kegiatan pemerintah daerah. Sebaliknya, kegagalan restorasi akan menghambat revitalisasi kebudayaan.
3. Perebutan Takhta Tuan Besar
Tahun 2015, Rafik dilantik sebagai raja Kubu, tetapi dirinya bukan sebagai tuan besar. Peristiwa pelantikan tersebut diklaim sebagai hasil dari islah anak keturunan pendiri kerajaan. Hal itu dinyatakan ketua panitia acara Ashadi di sejumlah media massa lokal, seperti Tribun Pontianak dan Pemred. Acara dilangsungkan di Aula Masjid Raya Mujahidin Pontianak. Sebelumnya, Zulfi menerima mandat dari Ismail bin Hasan bin Tuan Besar Zain untuk mengadakan penyeleksian, pengangkatan, pelantikan, dan sekaligus penobatan raja. Rafik melalu mandat tersebut ditunjuk sebagai raja. Penunjukannya dilakukan dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan. Oleh sebab itu, ia diberi gelar pangeran mangku negara kerajaan Kubu. Takhta itu tidak bertahan lama, karena dirinya lalu diturunkan dari jabatan raja.
Penobatan Rafik sebagai raja oleh kelompok keturunan Tuan Besar Zain segera menuai penolakan yang mengawali perebutan takhta secara terbuka di tengah keturunan Aidrus. Penolakan pertama muncul dari kelompok keturunan Tuan Besar Abas. Hal itu diwakili Ahyar bin Alwi melalui pernyataannya di Pontianak Pos. Ia menilai penobatan Rafik sebagai tindakan sepihak yang tidak mewakili keseluruhan ahli waris dan pewaris takhta kerajaan Kubu. Rafik dinilai tidak berhak untuk menerima penobatan sebagai raja. Ahyar mewakili kelompoknya menolak penobatan raja Kubu di Masjid Raya Mujahidin.      
Penolakan lain datang dari kelompok keturunan Tuan Besar Shaleh yang diwakili Djunaidy bin Yusuf. Ia menilai penobatan Rafik sebagai pelanggaran terhadap adat istiadat kerajaan Kubu, karena dirinya bukan keturunan raja terakhir. Di saat sama, ia menilai kelompok keturunan Tuan Besar Zain tidak berhak untuk melakukan penobatan raja, karena pewaris takhta Kubu dinilai berada pada keturunan raja terakhir. Pada prinsipnya, Rafik tidak sah sebagai raja. Djunaidy dalam penolakannya tidak menjadi bagian dari Ahyar. Ia dan kelompoknya berada di barisan lain (Djunaydi, 2015, p. 2).
Di tahun berikutnya, Ismail bin Hasan bin Tuan Besar Zain dilantik sebagai tuan besar kesepuluh, tepatnya 27 Agustus 2017. Pelantikan itu didasarkan klaim bahwa ayahnya adalah tuan besar kesembilan. Klaim tersebut tentu ditolak kelompok lainnya. Acara pelantikan Ismail digelar di kerajaan Kubu lama, bertempat di Desa Kubu Kec. Kubu. Pilihan tempat dirancang untuk memberikan legitimasi historis dan kultural. Di media massa lokal, acara dikabarkan akan digelar secara besar-besaran dengan melibatkan seribu tamu undangan, baik dalam negeri maupun luar negeri, seperti Malaysia dan Brunei Darussalam. Selain itu, terdapat acara pelantikan seorang raja Kubu, bernama Zulfi bin Ismail yang menggantikan Rafik.[footnoteRef:14]  [14:  Mereka dinobatkan Sultan Banjar Pangeran Nuryakin dalam kedudukannya sebagai perwakilan Kerajaan se-Kalimantan (https://www.suarapemredkalbar.com/read/advertorial/29082017/tuan-besar-dan-raja-kubu-resmi-dinobatkan).  ] 

Serangkaian acara di atas sebelumnya telah diketahui kelompok keturunan Tuan Besar Abas. Mereka segera mendesain acara tandingan yang dilaksanakan lebih awal. Di acara itu, Syahril bin Usman bin Abas muncul sebagai tuan besar Kubu, tepatnya tanggal 26 Agustus 2017. Ia dinobatkan oleh Husin bin Usman bin Agil bin Zein Raja Kertamulia dalam kedudukannya sebagai Panembahan Istana Kubu. Penobatan tersebut sebagai hasil kesepakatan Musyawarah Tertinggi Majelis Agung Kerajaan Kubu tentang penobatan Syahril. Acara dikabarkan digelar dengan meriah dengan melibatkan ribuan tamu yang dimeriahkan dengan iringan music tar, gendang, dan marching band. Turut hadir Bupati Kubu Raya Rusman Ali dan jajaran pemerintah daerah.[footnoteRef:15] [15:  Pelaksana acara menegaskan bahwa penobatan tersebut secara hukum adat telah sah, sehingga menafikan lainnya  (https://www.kompasiana.com/jurnalwicaksana/59a279d2a25c5f6801308922/syarif-syahril-alaydrus-dinobatkan-menjadi-raja-kubu-dengan-gelar-tuan-besar-raja-kubu dan https://pontianak.tribunnews.com/2017/08/28/hadiri-dua-penobatan-dualisme-raja-kubu-ini-pesan-bupati-rusman-ali).] 

Keturunan Tuan Besar Shaleh membiarkan persaingan dua kelompok lainnya. Mereka telah memiliki Djunaidy bin Yusuf bin Husin bin Shaleh. Ia dinilai telah terpilih dan ditetapkan di forum Pertemuan Akbar di Komplek Sepakat Damai Pontianak yang dihadiri keturunan raja Kubu, terjadi di tahun 2008.[footnoteRef:16] Di saat sama, ia secara akademis peroleh legitimasi dari hasil penelitian Departemen Kebudayaan dan Pariwisata Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Pontianak dan Lembaga Pengamatan Penelitian Kraton-Kraton Se-Nusantara yang diketuai Kanjeng Pangeran Haryo Gunarso G. Kusumodiningrat. Dua penelitian tersebut mengisyaratkan bahwa kakek buyutnya adalah tuan besar raja Kubu terakhir, sehingga warisan takhta berada di tangannya. Dirinya sebagai tuan besar setidaknya telah peroleh pengakuan dari Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara.[footnoteRef:17] Oleh sebab itu, Djunaidy tidak membangun basis dukungan di masyarakat. Ia tidak memiliki pasukan pendukung. Sementara, kelompok lain memiliki atribut-atribut kerajaan dan pasukan pengawalan. Dirinya tidak mengembangkan simbol-simbol atau seremonial sebagai tuan besar. [16:  Informasi di atas diperoleh dari Surat Pernyataan yang dibuat Kamaruzzaman bin Husin bin Tuan Besar Kubu VIII tertanggal 29 Januari 2008.]  [17:  Pengakuan di atas ditandai dengan Undangan Dari Forum Silaturahmi Keraton Se-Nusantara (FSKN) untuk Syarif Djunaidy dengan gelaran Tuan Besar Panembahan Kerajaan Kubu, tertanggal 30 Januari 2008. Undangan tersebut atas nama Kanjeng Pangeran Haryo Gunarso G. Kusumodiningrat selaku Ketua FSKN. ] 

Perebutan takhta di atas bermula dari penerapan institusi nasab sebagai instrumen pemilihan tuan besar. Hal itu terepresentasikan pada pemikiran Zulfi dalam Tribun Pontianak. Ia menyatakan bahwa dirinya telah meyeleksi keturunan nasab Kubu dalam rangka memilih seorang raja. Pemikiran sama dikembangkan kelompok Tuan Besar Abas. Mereka berpendapat bahwa tuan besar terpilih adalah keturunan dari garis nasab tuan besar. Keharusan nasab tentu terkait dengan teori kepemimpinan tradisional. Teori kepemimpinan yang dibangun berdasarkan norma adat di masyarakat (Soekanto, 200, p. 324). Kepemimpinan tersebut akan diterima masyarakatnya ketika memiliki legitimasi hukum yang berlaku di masa lalu. Di batas itu, nasab sebagai institusi yang hidup di tengah keturunan pendiri Kubu dijadikan sebagai ugeran yang mengalasi hukum bagi pemilihan tuan besar. Kepemimpinan tradisional pada tuan besar tanpa nasab dianggap akan kehilangan nilainya.
Padahal, nasab dalam transisi kekuasaan diakui sering melatarbelakangi perebutan takhta. Kejadian itu terjadi sejak masa awal kerajaan Islam, seperti di Jawa. Hal tersebut membuktikan  kedudukan penting nasab dalam kepemimpinan tradisional. Keturunan Sultan Agung Mataram memiliki sejarah perang suksesi. Nasab dalam konflik tersebut terlihat dominan dalam mewarnainya. Perang pertama terjadi antara Sunan Mas melawan Paku Buwana ke I. Anak-anak Paku Buwana mewarisi perebutan takhta pendahulunya. Mengkunegara yang melanjutkan takhta Paku Buwana ke I melawan kedua saudaranya Pangeran Purbaya dan Pangeran Blitar. Saudara mereka yang bernama Arya Mataram tidak ketinggalan dengan menobatkan diri sebagai Sunan. Konflik terus berlanjut di antara Paku Buwana ke II sebagai anak dari Mangkunegara dengan anak Sunan Mas. Di saat sama, dua saudara Paku Buwana ke II yang bergelar Mangkunegara dan Mangkubumi saling terlibat peperangan untuk mendapatkan takhta kekuasaan (Lombard, 2000, pp. 46-47). Semua pelaku dalam perebutan kepemimpinan tradisional tersebut berdasarkan nasabnya merasa berhak terhadap takhta leluhurnya.
Perang perebutan takhta di tengah keturunan raja terdahulu menjadi hal lumrah, karena takhta di masa itu memiliki hak kebendaan. Mereka melalui takhta memperoleh nilai manfaat, mulai politik, sosial, ekonomi, sampai masalah poligami. Otonomi daerah diduga telah menumbuhkan harapan bagi sejumlah pihak dalam perebutan takhta tuan besar Kubu terhadap manfaat-manfaat tertentu sebagaimana diperebutkan para penguasa terdahulu. Restorasi kerajaan tentu akan memunculkan elit sosial baru yang diikuti peran-peran kebudayaan di masyarakat. Hal itu turut difasilitasi oleh pemerintah daerah. Sebagaimana diketahui bahwa banyak raja lokal dalam melaksanakan kepemimpinan tradisionalnya mendapatkan bantuan dana operasional dari APBD, hingga mencapai ratusan juta di setiap tahun. Peran tersebut menghantarkan mereka sebagai subjek bersama pemerintah daerah dalam kegiatan-kegiatan sosial, pengembangan budaya, seremonial, dan hal terkait lainnya.[footnoteRef:18] Mereka di saat sama dapat menjelma sebagai kekuatan politik lokal dalam Pemilu kepada daerah. Perannya di masyarakat dapat dikelola menjadi investasi atau modal politik untuk musim pergantian kepada daerah.[footnoteRef:19] Di dalam konteks itu, nilai manfaat politik, sosial, ekonomi dapat diharapkan mengalir ke pihak tertentu dalam perebutan takhta tuan besar Kubu. Keuntungan sebagai raja lokal di era otonomi daerah mengingatkan kedudukan istimewa para penguasa terdahulu, hingga sebagian mereka terjebak pada perebutan takhta.   [18:  Gubernur Cornelis Kalbar melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Pemprov. dalam acara haul pendiri kerajaan Kubu berharap dukungan dari peran raja untuk pengembangan wisata, budaya, dan nilai-nilai kesejarahan, karena mereka dinilai memiliki kedudukan penting di tengah masyarakat (https://kalbar.antaranews.com/berita/332755/pemprov-harapkan-peran-kerajaan-dalam-pengembangan-kebudayaan).   ]  [19:  Sebagai contoh kehadiran calon bupati dan wakil bupati Kubu Raya Werry S. dan HM. Nasir M. dalam acara Robok-Robok tahun 2017 yang diselenggarakan kerajaan Kubu. Mereka secara bersandingan memasang baliho di pusat acara. (https://delikkalbar.com/2017/11/15/warga-desa-kubu-peringati-robo-robo).  ] 

Penerapan institusi nasab di atas terbaca lahir dari kesadaran bahwa takhta sebagai warisan-pusaka tinggi.[footnoteRef:20] Takhta di masa lalu dapat disetarakan dengan hak kebendaan. Raja melalui takhtanya memiliki kerajaan beserta seluruh kekayaannya, sehingga bebas menggunakannya, termasuk untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Otonomi daerah di batas tertentu menjadikan takhta tuan besar dalam bayang-bayang kedudukan di masa lalunya. Takhta kerajaan Kubu di era itu telah memunculkan pikiran terhadap kedudukan tinggi yang diikuti nilai manfaat bagi pemiliknya. Hal tersebut diperoleh melalui peran-peran di masyarakat, baik secara kelembagaan maupun bersama Pemda. Oleh sebab itu, restorasi dalam perebutan takhta dibicarakan dalam kaitannya program-program pembangunan fisik dan kegiatan-kegiatan yang memerlukan pembiayaan. Pihak lain dinilai tidak memiliki legitimasi untuk melakukannya. Di batas itu, takhta menjadi disetarakan dengan hak kebendaan. Sementara, takhta sebagai warisan-pusaka tinggi dapat dimiliki secara sah berdasarkan ketentuan dari institusi nasab.[footnoteRef:21]          [20:  Pusaka tinggi adalah harta pusaka milik suatu kaum, seperti tanah adat. Takhta kerajaan sebagai warisan-pusaka tinggi keturunan raja tercermin dalam banyak dokumen yang muncul di era otonomi daerah.   ]  [21:  Hak kebendaan sebagai tirkah atau harta warisan tidak diperselisihkan ulama fikih, seperti sumber air minum dan hak jalan (Tanpa nama. 1983,. P. 208).     ] 
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Baliho perayaan Robok-Robok di Kubu tahun 2017.
Baliho berisi foto raja Kubu bersanding baliho calon bupati Kubu.

Di dalam kepemimpinan tradisional, nasab diakui penting dalam sejarah kerajaan di banyak daerah, karena memberikan nilai legitimasi kekuasaan. Di dalam tradisi itu, nasab penguasa sering dihubungkan dengan pemimpin-pemimpin besar sebelumnya. Pendiri Kesultanan Sambas Raden Sulaiman dalam memantapkan kekuasaan barunya di Lubuk Madung menghubungkan nasab dirinya dengan Sultan Brunai (Risa, 2014, pp 108-110). Hal sama terdapat pada Kerajaan Mempawah. Panembahan Adiwijaya bin Daeng Manambon yang mendirikan kerajaan baru di Kuala Mempawah telah menghubungkan nasabnya kepada raja Luwu di Sulawesi (Ema, 2008, p. 18). Raja Tanjungpura dalam sejarahnya menampilkan mitologi cerita Puteri Junjung Buih dan seorang pangeran yang nasabnya dihubungkan dengan kerajaan Majapahit. Mereka menurunkan raja Tanjungpura, hingga raja Kesultanan Matan.   
Nasab dalam kepentingan restorasi kerajaan Kubu di atas dituntut memiliki ketersambungan setiap generasi keturunan, sehingga terverifikasi kebenarannya. Selain itu, nasabnya tidak cacat menurut hukum Islam, seperti akibat perzinahan orang tua dan lian.[footnoteRef:22] Di batas itu, anak raja dari selain isteri ratu terkadang ditolak menjadi penerus takhta bapaknya, karena kekuatiran status nasab. Secara hukum, ketentuan nasab tersebut memiliki sandaran dalam Islam. Nasab memastikan status legal seorang anak terhadap bapak kandungnya yang berimplikasi pada sejumlah hak.[footnoteRef:23] Takhta kerajaan sebagai hak raja menjadi dapat diberikan kepada keturunannya. Meskipun demikian, takhta menjadi hak anak laki-laki tertua, tidak semua anak berhak mewarisinya. Hal itu dibuktikan dalam sejarah Islam, seorang raja lazim digantikan oleh anak laki-laki tertua, seperti Tuan Besar Aidrus digantikan Muhammad. Kelaziman tersebut peroleh legislasi dari hadits nabi yang diriwayatkan Baihaqi. Hadits itu menyatakan bahwa saudara tertua menempati kedudukan bapak (Al-Hasyimi, 1998, p. 25). Hadits nabi tersebut mengisyaratkan pewarisan kepemimpinan orang tua dalam keluarga jatuh kepada anak tertua. Pada prinsipnya, nasab memiliki alasan hukum untuk menjadi instrumen dalam suksesi raja.  [22:  Keturunan Kerajaan Kubu memiliki silsilah keluarga besar yang disusun berdasarkan ketentuan hukum Islam. Di antaranya tercatat pernah diterbitkan di Kuching dalam satu naskah dengan nasab Sultan Usman Pontianak (Tanpa nama, 1969, p. 34).]  [23:  Di dalam al-Quran, istilah nasab muncul pada surat al-Furqan ayat 54. Pada ayat itu dikatakan “…Lalu Dia jadikan manusia itu (memiliki) nasab dan mushaharah. Dan Tuhanmu yang Maha Kuasa”. Al-Sya`rawi memahami istilah nasab dengan makna keterikatan sesuatu yang di bawah kepada sesuatu di atasnya, sehingga dikatakan fulan bin fulan (Sya`rāwi, 1991, p. 1471). Nasab akan mengikat dan menghubungkan satu generasi dengan generasi lain dan sekaligus satu keluarga dengan keluarga lain sehingga membentuk rumpun keluarga (Al-Zuḥailī, 1984, p. 7247).  ] 

Calon tuan besar secara institusi nasab adalah laki-laki keturunan raja Kubu. Islam dalam kesepakatan itu memberikan dalilnya, baik dalam al-Quran, hadits, maupun praktik sejarah.[footnoteRef:24] Hal demikian itu memiliki preseden dalam sejarah Kubu. Halid dalam Cerita Negeri Kubu menginformasikan bahwa Abdurrahman sebagai tuan besar Kubu ketiga bertakhta setelah peroleh pelimpahan kekuasaan dari saudara perempuannya Zubaidah binti Tuan Besar Muhammad yang lahir sebagai anak ratu. Ia bukan anak ratu, tetapi statusnya sebagai laki-laki mengalahkan perempuan. Perempuan dalam institusi nasab Kubu yang menganut sistem patrilineal berpotensi mengakhiri garis kekuasaan keluarga raja, karena anak tidak bernasab kepadanya.[footnoteRef:25] Di batas itu, pilihan laki-laki dipahami memiliki keterkaitan dengan isu kepemimpinan dan sekaligus kesinambungannya di tengah keturunan keluarga tuan besar. [24:  Salah satu sabda nabi yang ditafsirkan sebagai larangan bagi perempuan untuk menjadi pemimpin adalah hadits riwayat al-Bukhari. Di dalam riwayatnya, nabi saw. bersabda “Tidak akan beruntung suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang perempuan”.]  [25:  Anak perempuan sebagai pengganti raja atau sultan dengan kekuatiran di atas tampak sedang dihadapi keluarga Kesultanan Yogyakarta (https://nasional.tempo.co/read/1426074/adik-tiri-sultan-hb-x-bilang-nasib-keraton-yogyakarta-tergantung-nasab-dan-nasib).  ] 

Penerapan institusi nasab dalam pemilihan tuan besar di atas terlihat gagal, hingga timbulkan masalah, karena sejarah suksesi penguasa Kubu tidak menunjukan adanya keharusan calon tuan besar bernasab raja terakhir-sebelumnya. Sejarah kerajaan tersebut memiliki cara yang rumit dalam suksesi penguasa. Hasan menjadi tuan besar ke V menggantikan saudaranya. Sedangkan, Zain menjadi tuan besar ke VII menggantikan sepupunya. Di batas itu, anak tuan besar tidak secara otomatis menjadi raja, bahkan anak-anak Abas dan Zain tidak pernah mendudukinya. Institusi nasab di atas memberikan batasan terhadap kriteria calon tuan besar, sehingga tidak memberikan alternatif pilihan. Padahal, sejarah suksesi penguasa Kubu tercatat menyimpang dari tradisi suksesi penguasa kerajaan. Hal itu ditunjukan dengan penobatan Shaleh sebagai tuan besar ke VIII. Ia meneruskan kepemimpinan tuan besar sebelumnya, tetapi dirinya bukan dari anak raja ke VI atau ke VII. Penobatan tersebut menunjukan kelonggaran institusi nasab pada praktiknya terdahulu. Penobatan Shaleh di era otonomi daerah menjadi preseden dalam restorasi kerajaan, sehingga muncul nama Rafik dan Zulfi sebagai raja. Meskipun demikian, keduanya ditolak kelompok lain, karena nasabnya tidak memenuhi kriteria. 
Kemunculan tuan-tuan besar dari keturunan Abas, Zain, dan Shaleh merupakan bias masalah dari masa lalu yang muncul kembali sebagai akibat dijadikannya institusi nasab sebagai instrumen pemilihan tuan besar. Oleh sebab itu, Ashadi berdalil bahwa hak takhta tuan besar ada pada keturunan Zain yang menjadi raja terakhir dari tuan besar ke IV.[footnoteRef:26] Klaim tersebut dibantah Djunaydi dengan mengatakan bahwa raja terakhir adalah kakeknya Shaleh, sehingga hak takhta berada di tangan keturunannya. Sementara, Syahril adalah keturunan Abas yang menjadi raja terakhir dari garis tuan besar ke V. Ia lantas merasa berhak atas takhta kerajaan Kubu. Kemunculan Syahril, Ismail, dan Djunaydi tidak dapat diingkari dalam keterkaitannya dengan sejarah suksesi terdahulu yang dijadikan oleh setiap pihak sebagai dalil. Mereka membawa nasabnya dalam perebutan takhta tuan besar.[footnoteRef:27]  [26:  Ashadi berpendapat bahwa Ismail sebagai cucu dari Zain secara institusi nasab berhak mewarisi takhta Kubu  (https://www.antaranews.com/berita/473417/syarif-rafik-dinobatkan-sebagai-raja-kubu)]  [27:  Hal demikian itu terlihat pada pernyataan Ibrahim. Ia di Kalbaronline.com terkait kewafatan Ismail menyatakan bahwa almarhum mendapat gelar tuan besar karena karena kedudukan nasabnya sebagai anak sah dari tuan besar Kubu kesembilan (https://www.kalbaronline.com/2020/10/28/innalillahi-tuan-besar-kerajaan-kubu-mangkat).  ] 

C. Penutup
Restorasi kerajaan Kubu yang terbuka kesempatannya di era otonomi daerah belum terealisir di masyarakatnya, karena terjadi perebutan takhta. Institusi nasab yang dipilih untuk menghantarkan terpilihnya seorang tuan besar Kubu gagal diterapkan dalam ikhtiar restorasi. Kegagalan tersebut disebabkan ketentuan nasab yang memiliki legitimasi sejarah, adat istiadat kerajaan, dan agama dijadikan dasar pertimbangan tunggal untuk memilih seorang tuan besar, karena kuatnya nasab sebagai elemen dasar bagi kepemimpinan tradisional di masyarakatnya. Namun, praktik suksesi tuan-tuan besar Kubu terdahulu tidak selalu mengikuti garis nasab anak raja terakhir yang berkuasa. Sebagai akibatnya, anak keturunan raja yang lain merasa memiliki kesempatan sama dalam suksesi. Hal itu membuat institusi nasab gagal menghantarkan restorasi kerajaan Kubu dengan seorang tuan besar yang duduk di takhtanya.   
Isu kebudayaan lokal dan harapan-harapan terhadap nilai manfaat politik, sosial, dan ekonomi tampak saling terkait dalam melatarbelakangi restorasi kerajaan Kubu. Otonomi daerah menjadikan restorasi kerajaan Kubu terproyeksikan sebagai warisan, karena terkandung hak kebendaan. Hak tersebut muncul melalui peran-peran tuan besar terpilih dalam kontek kebudayaan lokal yang didukung pemerintah daerah sebagai wujud otonominya. Di batas itu, institusi nasab menjadi instrumen tidak tergantikan, karena nilai legitimasinya terhadap perpindahan hak kebendaan, tidak hanya masalah kepimpinan tradisional. Kebudayaan lokal bukan sebab tunggal dalam ikhtiar restorasi kerajaan.
Kontek di atas memicu perebutan takhta tuan besar Kubu dalam restorasi kerajaannya. Keturunan raja Kubu terpecah menjadi tiga bagian yang saling mengaku sebagai pewaris sah terhadap takhta kerajaan yang sempat hilang dari masyarakat. Pengakuan didasarkan pada kedekatan nasab dengan tuan-tuan besar yang pernah memerintah di Kubu. Status tuan besar terakhir yang menyimpan polemik menjadi perlu didalilkan untuk memenangkan perebutan takhta. Dalil tersebut tidak menuntaskan persoalan, bahkan memperluas masalah. Oleh sebab itu, kontek di atas harus dibongkar untuk keluar dari masalah, sehingga restorasi kerajaan terealisasi. Keturunan raja Kubu dapat memulainya dengan tidak menjadikan institusi nasab sebagai instrumen tunggal dalam memilih tuan besar Kubu. 
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